SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN
KECIL KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan
penanaman modal dan berusaha serta mendorong
pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru perlu
melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro
dan kecil;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Wali kota tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan
Izin Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Aplikasi
Online Single Submission;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

4. Undang-Undang...



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tentang Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5404);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha
Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 469);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
PerangkatDaerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah
Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN
USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU MELALUI
APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintah  Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah...



10.

11.

12.

13.

14.

. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali kota adalah

Wali kota Banjarbaru.

. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu adalah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota
Banjarbaru.

.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga

OSS wuntuk dan atas nama menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan
pendaftaran dan untuk memulai wusaha dan/atau
kegiatan  sampai sebelum = pelaksanaan  operasional
dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen

.Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat

[UMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
untuk usaha mikro dan usaha kecil.

. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non

perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.

. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

[jin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK
adalah adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
untuk usaha mikro dan usaha kecil.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah  Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku
Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau
kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku
Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan
kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan
dan/atau Komitmen.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS setelah melakukan Pendaftaran.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2...



Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali kota ini meliputi pemberian Ijin

Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bagi pelaku usaha mikro kecil.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3
Wali kota mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru melalui Aplikasi Online Single

Submission (OSS) sebagai pelaksana IUMK.

Pasal 4
Jenis Ijin yang dideligasikan oleh wali kota kepada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Satu Pintu melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) sebagaimana
disebutkan pada pasal 3 meliputi :
a. Ijin Usaha
b. Ijin Usaha Mikro
c. Jjin Usaha Kecil.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Juni 2020
WALI KOTA BANJARBARU,
TTD
NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 17



